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WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 700/Kep. 380 -IRDA/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENANGANAN PENGADUAN YANG BERSIFAT PENGAWASAN

Menimbang

Mengingat

WALI KOTA CIREBON,

: bahwa untuk melaksanakan penanganan pengaduan yang bersifat

pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf b, Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 55 Tahun 2022
tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kota Cirebon, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Standar operasional prosedur penanganan pengaduan yang
Bersifat Pengawasan;

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara qul{bhk Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah  Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia



10.

11,

12.

Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
» sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah
Pengendalian Intern Pemerintah
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201_7
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolagn
Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun ‘2(?21 tentang
Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Inspektorat Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

: Standar Operasional Prosedur

-3
Cirebon Tahun 2021 Nomor 15);

Peraturan Walj Kota Cirebon Nomor 55 Tahun 2022 tentang
Penanganan Pengaduan gi Lingkungan Pemerintah Daerah

Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2022
Nomor 55);

15.

MEMUTUSKAN:

> Penanganan Pengaduan yang
Bersifat Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota

- Cirebon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

: Pengaduan yang bersifat pengawasan sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU merupakan pengaduan yang isinya mengandung

informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau
penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur negara
yang  mengakibatkan kerugian masyarakat/negara dalam
penyelenggaraaan pemerintahan.

: Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada Diktum

KEDUA dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Cirebon.

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 23 Oktober 2023
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